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A. IDENTITAS USULAN
	Judul Penelitian
	Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Akibat Wakaf Yang Cacat Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

	Ketua Tim
	Nama: Nurmin K Martam
NIDN/NIDK/NUPTK: 0904117801
Program Studi/Fakultas: Hukum

	Anggota Tim
	1. Roy Marten Moonti
2. Yayan Hanapi

	Mahasiswa yang terlibat 
	1. Geovani gunawan 

	Kelompok Riset (jika sudah terbentuk)
	........................................................................................................................

	Lama Pelaksanaan
	6 bulan

	Dana yang Diusulkan
	Rp 2.000.000


B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PkM
Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal dapat langsung dipetakan pada arah penelitian Universitas Gorontalo.
	Bidang/Rumpun Unggulan
	☐ Pertanian & Pangan  ☐ Perikanan & Kelautan  ☐ Lingkungan
☐ Kesehatan  ☐ Pendidikan
☐ Ekonomi & UMKM  ☐ Pariwisata  ☐  Teknologi & Digitalisasi  ☐  Sosial Budaya  ☐ Pembangunan Desa  ☐  Lainnya: Hukum

	Tema
	Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

	Subtema
	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Akibat Wakaf

	Tahap dalam Roadmap
	R Identifikasi/Baseline  ☐ Eksploratif/Dasar  ☐ Terapan 
☐ Pengembangan
☐ Validasi  ☐ Proteksi HKI  ☐ Hilirisasi/Pemanfaatan  ☐  Dampak

	Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo
	Gorontalo dikenal sebagai daerah dengan tradisi Islam yang kuat, sehingga wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial

	Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)
	Penyelesaian sengketa wakaf melalui pengadilan agama mencerminkan peran lembaga hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan.

	Sifat Penelitian
	 Individual  ☐ Kelompok Riset  ☐ Lintas Prodi/Multidisiplin 
☐ Kolaborasi dengan Mitra


C. RINGKASAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya sengketa tanah wakaf yang berkaitan dengan wakaf yang cacat hukum, terutama akibat kelemahan administrasi, tidak lengkapnya dokumen wakaf, belum optimalnya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, serta lemahnya bukti hukum atas status tanah yang telah diwakafkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik dengan ahli waris atau pihak ketiga, serta menghambat perlindungan dan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf. Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa tanah wakaf masjid di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sehingga diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan wakaf tanah yang mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf akibat wakaf yang cacat hukum, baik melalui penyelesaian non-litigasi maupun litigasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan dokumenter, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta implikasi penerapan kedua sistem hukum terhadap kepastian dan perlindungan hukum tanah wakaf. Luaran utama penelitian berupa analisis yuridis mengenai keabsahan wakaf yang cacat hukum, model penyelesaian sengketa tanah wakaf, serta rekomendasi penguatan administrasi, pendaftaran, dan perlindungan hukum aset wakaf. Penelitian ini berkontribusi terhadap roadmap penelitian hukum melalui pengembangan kajian integratif hukum Islam dan hukum positif, dengan menempatkan pencegahan cacat hukum, kepastian status tanah, dan efektivitas penyelesaian sengketa sebagai bagian penting dalam penguatan tata kelola wakaf yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Tanah Wakaf; Hukum; Sengketa; Kepastian Hukum; hukum positif
D. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN
Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial-keagamaan yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Tanah menjadi salah satu bentuk harta wakaf yang paling banyak dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, sosial, dan kepentingan masyarakat lainnya. Namun, keberadaan tanah wakaf tidak selalu diikuti dengan administrasi dan perlindungan hukum yang memadai. Wakaf yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan praktik keagamaan tanpa dukungan dokumen yang lengkap, Akta Ikrar Wakaf (AIW), pendaftaran, maupun sertifikasi dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status dan kepemilikan tanah. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memunculkan klaim dari ahli waris maupun pihak ketiga dan berkembang menjadi sengketa tanah wakaf (Muchtar et al., 2025).
Permasalahan tersebut memiliki relevansi nyata di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Bahan penelitian menunjukkan adanya sengketa tanah yang melibatkan lahan dua masjid, termasuk Masjid Jami Nurul Falah, yang telah berkembang menjadi perkara hukum dan melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi. Perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut keabsahan wakaf, kekuatan bukti hukum, kedudukan nazhir, kepentingan ahli waris, serta keberlanjutan fungsi sosial-keagamaan tanah wakaf (Mutaqin, 2026).
Secara normatif, hukum Islam menempatkan wakaf sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi mengikat. Tanah yang telah diwakafkan pada prinsipnya tidak lagi menjadi objek transaksi, pewarisan, atau pengalihan hak sebagaimana harta milik pribadi. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan sifat mengikat wakaf yang telah diikrarkan. Dalam penyelesaian sengketa, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan, apabila tidak berhasil, dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum Islam yang menekankan musyawarah dan kemaslahatan dengan hukum positif yang memberikan kepastian melalui mekanisme hukum formal (Lupitasari, 2023).
Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan wakaf cacat hukum dan sengketa tanah wakaf telah dikaji dari beberapa perspektif. Siti Risdah Hayati (2004) mengkaji sengketa tanah wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf dan menunjukkan pentingnya pemenuhan rukun wakaf serta mekanisme penyelesaian melalui mediasi hingga litigasi (MUHAMAD, 2023). Azis dan Nim (2024) menemukan bahwa ketidaklengkapan administrasi wakaf dapat membuka peluang pengambilalihan oleh pihak ketiga dan menegaskan pentingnya pencatatan untuk memberikan perlindungan hukum. Sementara itu, Riska Putri Indriyani Putri (2024) mengkaji perubahan status tanah wakaf melalui perkara di Pengadilan Agama Bima dan menunjukkan pentingnya bukti hukum serta prosedur pengelolaan wakaf sesuai hukum Islam dan hukum positif. Hendrawati et al. (2018) juga menunjukkan bahwa kesalahpahaman mengenai legalitas dan kurangnya sertifikasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan kerentanan tanah wakaf terhadap konflik (Farhaniatussafana et al., 2026).
Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian penelitian membahas sengketa wakaf secara normatif dan umum, sebagian lainnya berfokus pada proses litigasi atau persoalan administrasi, sementara kajian mengenai hubungan antara cacat hukum wakaf, keabsahan tanah wakaf, dan mekanisme penyelesaian sengketa pada konteks tanah wakaf masjid dengan mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif Indonesia masih terbatas. Bahan penelitian menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji studi kasus sengketa tanah wakaf masjid melalui integrasi kedua sistem hukum tersebut. Celah inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini (Susilo, 2020).
Penelitian ini penting dilakukan karena penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak cukup hanya menentukan pihak yang menang atau kalah dalam suatu perkara, tetapi perlu memastikan status hukum tanah, keabsahan proses wakaf, kekuatan bukti, serta keberlanjutan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Penyelesaian melalui pengadilan dapat memberikan kepastian hukum, tetapi proses yang panjang berpotensi mempertahankan konflik sosial apabila tidak disertai upaya penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan kemaslahatan (Rudi Margono, 2026). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mempertemukan prinsip hukum Islam dengan mekanisme hukum positif sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan dasar bagi pencegahan sengketa melalui tertib administrasi, pendaftaran, dan sertifikasi tanah wakaf (Mannuhung & Djidar, 2024).
Dalam konteks kebutuhan daerah, penelitian ini relevan dengan upaya memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf di Kabupaten Gorontalo (Apipudin et al., 2026). Tanah wakaf yang digunakan untuk masjid dan fasilitas sosial memiliki nilai keagamaan sekaligus nilai sosial yang tinggi sehingga keberadaannya perlu dilindungi dari potensi konflik kepemilikan dan tuntutan pihak lain (Febryza, 2016). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, nazhir, pengelola masjid, dan masyarakat dalam memperkuat administrasi serta perlindungan hukum tanah wakaf (Hidayah, 2025).
Dari sisi keilmuan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum wakaf melalui pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia (DWI, 2022). Fokus penelitian tidak hanya pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi, tetapi juga pada identifikasi bentuk cacat hukum, penilaian keabsahan wakaf, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk mencegah sengketa serupa (Rahmawati et al., 2026). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan dasar analisis yuridis yang dapat memperkuat tata kelola wakaf, memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf, serta menjaga fungsi sosial dan keagamaan aset wakaf secara berkelanjutan (ZULFAN, 2011). Penelitian ini sekaligus memperkuat roadmap penelitian hukum melalui pengembangan kajian yang mengintegrasikan aspek normatif, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf (Salsabila et al., 2024).
E. POSISI PENELITIAN DALAM ROADMAP
	Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar
	Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf dipengaruhi oleh lemahnya administrasi, tidak lengkapnya AIW, belum optimalnya pendaftaran/sertifikasi, serta munculnya klaim ahli waris atau pihak ketiga. Kajian terdahulu juga menunjukkan pentingnya mediasi dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.

	Posisi penelitian tahun ini
	Penelitian tahun 2026 berada pada tahap penguatan kajian yuridis, dengan menganalisis keabsahan wakaf yang cacat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketanya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengisi celah kajian yang belum mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara komprehensif pada sengketa tanah wakaf masjid.

	Rencana pengembangan berikutnya
	Hasil penelitian akan menjadi dasar pengembangan kajian menuju model pencegahan dan perlindungan hukum tanah wakaf, melalui penguatan administrasi, pendaftaran/sertifikasi, peran nazhir, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan mediasi.

	Kontribusi terhadap bidang/tema/kelompok riset
	Memperkuat bidang hukum Islam dan hukum agraria/perwakafan melalui integrasi norma hukum Islam dan hukum positif untuk meningkatkan kepastian hukum, perlindungan aset, dan keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf.


F. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
a. Menganalisis keabsahan wakaf tanah yang mengandung cacat hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
b. Menganalisis bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf akibat wakaf yang cacat hukum.
c. Merumuskan rekomendasi penguatan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.
2. Manfaat
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif terkait keabsahan serta penyelesaian sengketa tanah wakaf. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi nazhir, pemerintah, dan pihak terkait dalam memperkuat administrasi, pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf.
G. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan dokumenter untuk menganalisis keabsahan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf yang cacat hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen hukum yang relevan (Moleong, 2021).
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu keabsahan wakaf dan penyelesaian sengketa. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan dan menginterpretasikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif untuk memperoleh kesimpulan mengenai status hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penguatan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.
H. TARGET LUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN
Pilih hanya luaran yang realistis. Tidak semua penelitian wajib menghasilkan paten atau prototipe.
	Jenis Luaran
	Target
	Status yang Ditargetkan
	Keterangan

	Publikasi ilmiah
	☐
	 Draft  Submitted 
 Accepted/Published
	https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD

	HKI/Hak Cipta
	☐
	☐ Draft ☐ Diajukan 
☐ Terdaftar/Granted
	................................

	Paten/Paten Sederhana
	☐
	☐ Potensi ☐ Diajukan ☐ Granted
	................................

	Model/Metode/Formula/Desain
	☐
	☐ Awal ☐ Tervalidasi
	................................

	Prototipe/Aplikasi/Produk/Teknologi
	☐
	☐ Awal ☐ Uji/Validasi ☐ Siap dimanfaatkan
	................................

	Dataset/Peta/Baseline
	☐
	☐ Tersusun ☐Tervalidasi
	................................

	Rekomendasi/Policy Brief
	☐
	☐ Draft ☐ Disampaikan ke pengguna
	................................

	Luaran lainnya
	☐
	................................
	................................


Calon pengguna/penerima manfaat hasil penelitian (jika ada): ................................................................................................................
Potensi tindak lanjut hasil:  Penelitian lanjutan  ☐ PkM/KKP  ☐ Mitra pengguna  ☐ Hilirisasi  ☐ Pembelajaran  ☐ Lainnya: ............
I. KOLABORASI DAN KETERLIBATAN
	Lintas program studi/disiplin (jika ada)
	Penelitian mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya hukum perwakafan dan hukum agraria, dalam menganalisis keabsahan serta penyelesaian sengketa tanah wakaf.

	Mitra penelitian/pengguna (jika ada)
	Hasil penelitian berpotensi dimanfaatkan oleh nazhir, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan pihak terkait sebagai bahan penguatan administrasi, pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf.

	Peran mahasiswa
	Mahasiswa dapat dilibatkan dalam studi kepustakaan, penelusuran dan inventarisasi bahan hukum, dokumentasi, pengelompokan data hukum, serta membantu proses analisis literatur sesuai arahan tim peneliti.

	Potensi integrasi ke pembelajaran
	Hasil penelitian dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran pada bidang Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Agraria, dan Hukum Acara, khususnya melalui studi kasus sengketa tanah wakaf dan analisis perbandingan hukum Islam dengan hukum positif.

	Potensi penerapan melalui PkM/KKP
	Hasil penelitian dapat dikembangkan dalam kegiatan PkM/KKP berupa edukasi dan pendampingan hukum mengenai pentingnya administrasi wakaf, pembuatan AIW, pendaftaran/sertifikasi tanah wakaf, serta pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf.


J. JADWAL PELAKSANAAN
	No.
	Kegiatan
	Bln 1
	Bln 2
	Bln 3
	Bln 4
	Bln 5
	Bln 6

	1
	Persiapan
	✓
	✓
	
	
	
	

	2
	Pengumpulan/Pelaksanaan
	
	✓
	✓
	
	
	

	3
	Analisis/Validasi
	
	
	✓
	✓
	
	

	4
	Penyusunan Luaran
	
	
	
	✓
	✓
	

	5
	Pelaporan
	
	
	
	
	✓
	✓


Jumlah bulan dapat disesuaikan dengan periode hibah.
K. RENCANA ANGGARAN
	No.
	Komponen
	Jumlah (Rp)

	1
	Bahan/keperluan penelitian
	Rp. 500.000

	2
	Pengumpulan data/pelaksanaan penelitian
	Rp. 250.000

	3
	Transportasi/perjalanan
	Rp. 250.000

	4
	Pengolahan/analisis data dan penunjang
	Rp. 500.000

	5
	Luaran/publikasi/HKI
	Rp. 500.000

	
	TOTAL
	Rp 2.000.000
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M. PERNYATAAN KETUA TIM
Saya menyatakan bahwa proposal ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah Penelitian Internal dan bersedia melaksanakan penelitian serta memenuhi target luaran yang ditetapkan.
[image: Tanda tangan tanpa latar belakang]Limboto, 16 September 2026
[image: ]Ketua Tim,



(Nurmin K Martam)
NIDN/NIDK/NUPTK : 0904117801.


LAMPIRAN INTERNAL LP3M – PETA CEPAT PENILAIAN KESESUAIAN RENSTRA
Bagian ini dapat digunakan reviewer/LP3M. Dosen tidak perlu membuat dokumen tambahan.
	Aspek
	Yang Dicek
	Skor
	Catatan Reviewer

	Kesesuaian bidang/tema
	Proposal dapat dipetakan ke bidang, tema/subtema atau pengembangan disiplin yang relevan
	0–20
	

	Kesinambungan roadmap
	Posisi penelitian dan arah lanjutannya jelas
	0–20
	

	Relevansi masalah
	Relevan dengan kepakaran, potensi/kebutuhan daerah, pembangunan atau SDGs sesuai karakter penelitian
	0–15
	

	Metode & kelayakan
	Metode, waktu dan anggaran layak
	0–20
	

	Luaran bertahap
	Luaran sesuai tahap roadmap: publikasi/dataset/model/HKI/prototipe/validasi/pemanfaatan
	0–15
	

	Kolaborasi & pemanfaatan
	Ada peluang kolaborasi, mahasiswa, mitra, pembelajaran, PkM/KKP atau pemanfaatan hasil bila relevan
	0–10
	


TOTAL: ........ / 100
Rekomendasi: ☐ Layak didanai  ☐ Layak dengan perbaikan  ☐ Belum layak
Catatan: Penelitian tidak harus menghasilkan seluruh jenis luaran. Penilaian mempertimbangkan kesesuaian luaran dengan tahap roadmap dan karakter penelitian.
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